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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengaduan masyarakat yang 

berjalan di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, serta mengukur 

sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai wujud 

implementasi prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, anggota PKK, dan tokoh masyarakat, 

serta didukung oleh data dokumentasi dan observasi lapangan.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat di Desa Bendan dilaksanakan 

melalui dua jalur, yaitu jalur struktural berjenjang yang dimulai dari tingkat Rukun 

Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dusun, hingga pemerintah desa, serta jalur langsung 

kepada aparatur desa. Mekanisme ini didukung oleh kuatnya budaya musyawarah, 

kedekatan sosial antara masyarakat dan aparatur desa, serta partisipasi masyarakat yang 

cukup aktif. Secara umum, mekanisme pengaduan telah cukup efektif dalam 

menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. Ditinjau 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

mekanisme pengaduan di Desa Bendan telah memenuhi sebagian ketentuan, khususnya 

terkait hak masyarakat menyampaikan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 

prinsip partisipasi dalam Pasal 4. Namun, terdapat beberapa kelemahan, yaitu belum 

adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis sebagaimana diwajibkan Pasal 21, 

serta pengelolaan pengaduan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel sesuai 

amanat Pasal 36. Prinsip-prinsip good governance seperti efisiensi dan kepastian hukum 

masih dinilai rendah, sedangkan partisipasi dan efektivitas dalam menjaga ketertiban 

sosial tergolong tinggi. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Mekanisme Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Publik, Good 

Governance, Desa Bendan. 

Abstract 

This study aims to analyze the community complaint mechanism implemented in Bendan 

Village, Banyudono District, Boyolali Regency, and to assess the extent of its 

effectiveness in improving the quality of public services as a form of good governance 

principles. This research employs an empirical legal research method with a sociological 

juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with the village head, 

village officials, PKK members, and community figures, supplemented by documentation 

and field observation. The findings reveal that the community complaint mechanism in 

Bendan Village operates through two channels: a hierarchical structural channel starting 

from the Neighborhood Unit (RT), Community Unit (RW), hamlet, up to the village 

government, and a direct channel to village officials. The mechanism is supported by a 

strong culture of deliberation (musyawarah), close social relations between the 

community and village officials, and fairly active community participation. In general, 
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the complaint mechanism has been sufficiently effective in resolving community issues 

and maintaining social stability. When reviewed under Law Number 25 of 2009 on Public 

Services, the mechanism partially complies with its provisions, particularly regarding the 

community's right to submit complaints under Article 18 and the participation principle 

under Article 4. However, several weaknesses remain, including the absence of a written 

Standard Operating Procedure (SOP) as required by Article 21, and complaint 

management that has not yet been fully transparent and accountable in accordance with 

Article 36. Good governance principles such as efficiency and legal certainty are still rated 

low, while participation and effectiveness in maintaining social order are considered high. 

Keywords: Effectiveness, Community Complaint Mechanism, Public Services, Good 

Governance, Bendan Village. 

 

1. PENDAHULUAN 

Mekanisme pengaduan masyarakat menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan good 

governance dnegan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partsipasi. Melalui pengaduan 

Masyarakat, pemerintah dapat mendeteksi dan menindaklanjuti keluhan publik secara terstruktur, 

sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia telah 

menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas system pengaduan Masyarakat 

seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanyan Publik. Kebijakan ini 

mengarahkan setiap pemerintah daerah dan desa untuk memiliki system pengaduan yang responsif, 

transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pelayanan publik di tingkat desa, 

efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat menjadi tolok ukur yang sangat penting dalam 

membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakatnya. 

Konsep good governance dapat diartikan sebagai tindakan yang berlandaskan nilai dan 

mekanisme dalam mengarahkan, mengendalikan, serta mengelola urusan publik secara efektif 

sesuai prinsip demokrasi. Penerapannya tidak hanya menjadi tanggung jawab birokrasi negara, 

tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti 

karang taruna, kelompok pemuda, kelompok tani, dan organisasi komunitas lainnya. Oleh karena 

itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi, memberi masukan, dan menyampaikan 

pengaduan agar nilai-nilai good governance tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip desentralisasi memberikan kewenangan luas kepada 

daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 

1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam kerangka otonomi daerah, penerapan good governance penting untuk mewujudkan 

pemerintahan daerah yang efektif, efisien, responsif, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan posisi strategis desa sebagai unit 

pemerintahan terkecil dan fondasi pembangunan nasional. Karena sebagian besar wilayah 
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Indonesia terdiri dari desa, kemajuan desa berpengaruh langsung terhadap kemajuan bangsa. Oleh 

sebab itu, good governance harus diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama melalui 

transparansi anggaran, pelayanan publik, pelibatan masyarakat, serta sistem pengaduan yang 

efektif. 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah meluncurkan SP4N-

LAPOR! sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Sejak diluncurkan pada 

tahun 2012 hingga 2022, lebih dari 2,1 juta laporan telah diterima, dengan 113.989 laporan pada 

tahun 2022. Data ini menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan 

pengaduan dan kesadaran terhadap hak atas pelayanan publik yang berkualitas. 

Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, memiliki kondisi sosial, ekonomi, 

dan budaya yang beragam. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan pedagang, 

sedangkan lainnya bergerak di sektor jasa dan industri. Aktivitas masyarakat yang dinamis melalui 

karang taruna, kelompok tani, dan organisasi keagamaan menuntut pelayanan publik yang cepat 

dan tepat. Namun, pemerintah desa masih menghadapi berbagai kendala dalam pelayanan publik, 

organisasi pemerintahan, maupun organisasi di luar pemerintahan desa. Karena itu, aparatur desa 

perlu memperhatikan peluang dan tantangan otonomi daerah untuk mewujudkan good governance 

dan pelayanan publik yang optimal. 

Penelitian ini dilakukan karena mekanisme pengaduan masyarakat berperan penting dalam 

mewujudkan prinsip good governance di tingkat desa, terutama melalui peningkatan transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sistem pengaduan yang efektif membantu pemerintah desa 

menindaklanjuti keluhan masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat. 

Dalam konteks desentralisasi, penguatan mekanisme pengaduan menjadi langkah strategis untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong tata kelola yang 

responsif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

Dalam perspektif Islam, prinsip good governance sejalan dengan nilai keadilan, amanah, dan 

tanggung jawab pemimpin kepada masyarakat. Mekanisme pengaduan masyarakat dapat dipahami 

sebagai bagian dari prinsip hisbah, yaitu pengawasan sosial agar pemerintah menjalankan amanah 

dan tidak bertindak zalim. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa’ ayat 58: “Sesungguhnya Allah 

menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemimpin wajib menyampaikan amanah dengan benar dan 

berlaku adil dalam melayani masyarakat. Pengaduan masyarakat menjadi sarana pengawasan agar 

aparatur pemerintah dapat memperbaiki kekurangan dalam pelayanan publik. 
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Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Mekanisme Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa 

Bendan sebagai Wujud Good Governance.””.  . 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian hukum berdasarkan 

fakta lapangan untuk mengkaji permasalahan hukum secara nyata di Desa Bendan, Kecamatan 

Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 

sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data penelitian terdiri atas data primer yang 

diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, masyarakat, dan pihak terkait, serta data 

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Bahan hukum sekunder 

berupa buku, artikel, dan jurnal terkait pemerintahan desa, good governance, pelayanan publik, 

serta pengelolaan pengaduan, sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian 

dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan sesuai permasalahan penelitian.. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Mekanisme Pengaduan Masyarakat yang Diterapkan di Desa Bendan 

Mekanisme pengaduan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik karena berfungsi untuk menampung keluhan, kritik, serta aspirasi masyarakat terhadap 

kinerja pemerintah. Melalui mekanisme ini, komunikasi antara masyarakat sebagai penerima 

layanan dan pemerintah sebagai penyedia layanan dapat berjalan lebih baik. Dalam sistem 

pelayanan publik di Indonesia, mekanisme pengaduan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara 

pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan dan menindaklanjuti laporan masyarakat. 

Dalam pemerintahan desa, mekanisme pengaduan memiliki peran penting karena 

pemerintah desa merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Kewenangan desa 

dalam memberikan pelayanan publik diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, yang memberi wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. 
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bendan, mekanisme pengaduan masyarakat 

di desa tersebut dilaksanakan melalui struktur administrasi desa, dimulai dari tingkat Rukun 

Tetangga atau RT. Sistem ini menunjukkan pendekatan partisipatif karena masyarakat terlibat 

langsung dalam menyampaikan dan menyelesaikan permasalahan. Mekanisme pengaduan di Desa 

Bendan juga dipengaruhi oleh tradisi sosial masyarakat yang menjunjung nilai kebersamaan, 

musyawarah, dan gotong royong. Oleh karena itu, penyelesaian pengaduan tidak hanya dilakukan 

melalui prosedur formal, tetapi juga melalui forum sosial yang sudah lama menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat. 

Proses pengaduan biasanya dimulai dari tingkat RT. Masyarakat dapat menyampaikan 

keluhan, aspirasi, atau masalah pelayanan publik dalam pertemuan kelompok masyarakat di 

tingkat RT. Pengurus RT kemudian menampung dan membahas permasalahan tersebut untuk 

mencari solusi awal. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan di tingkat RT, maka pengurus RT 

meneruskannya kepada Ketua RW melalui pertemuan paguyuban RT dan RW yang dilaksanakan 

rutin setiap 35 hari sekali, yaitu pada malam Sabtu Pahing. Dalam pertemuan tersebut, Ketua RW 

menyampaikan permasalahan kepada kepala dusun atau bayan. Kepala dusun berperan sebagai 

penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa serta membantu memfasilitasi penyelesaian 

masalah melalui musyawarah bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa. 

Apabila permasalahan membutuhkan kewenangan yang lebih tinggi atau tidak dapat 

diselesaikan di tingkat dusun, maka masalah tersebut diteruskan kepada kepala desa. Kepala desa 

berwenang mengambil keputusan melalui musyawarah dengan perangkat desa atau melalui 

kebijakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme pengaduan 

di Desa Bendan bersifat hierarkis, dimulai dari RT, RW, dusun, hingga pemerintah desa. Sistem 

ini bertujuan agar setiap masalah diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat yang paling dekat 

dengan masyarakat sehingga penyelesaiannya lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kondisi sosial 

setempat. 

Selain melalui jalur struktural, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan secara 

langsung ke kantor desa. Aparatur desa yang menerima aduan akan mencatat dan menindaklanjuti 

laporan sesuai jenis serta tingkat permasalahannya. Adanya dua jalur pengaduan, yaitu melalui 

struktur kemasyarakatan dan secara langsung ke kantor desa, menunjukkan bahwa pemerintah desa 

berupaya membuka akses komunikasi yang luas agar masyarakat lebih mudah menyampaikan 

permasalahan.Untuk mendukung penyelesaian pengaduan, Pemerintah Desa Bendan juga 

melaksanakan beberapa prosedur tindak lanjut sebagai berikut. 
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1. Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Pengaduan Masyarakat 

Transparansi informasi merupakan prinsip penting dalam pelayanan publik karena 

masyarakat perlu mengetahui prosedur pengaduan dan proses penanganannya. Di Desa 

Bendan, informasi mengenai mekanisme pengaduan dan program pemerintah desa 

disampaikan melalui sosialisasi serta forum paguyuban RT dan RW. Kepala Desa Bendan 

menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana efektif untuk membahas program desa, 

kebijakan pelayanan publik, serta keluhan masyarakat. 

Pertemuan paguyuban tersebut juga menjadi ruang dialog antara pemerintah desa dan 

masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun saran, sementara 

pemerintah desa dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang dijalankan. Selain 

melalui pertemuan, informasi juga disampaikan melalui media tertulis seperti pamflet, papan 

pengumuman, dan lembar pemberitahuan yang ditempel di kantor desa maupun pos keamanan 

lingkungan di setiap RT. Pemerintah desa juga memanfaatkan media digital, seperti grup 

WhatsApp yang melibatkan pengurus RT, RW, PKK, dan Karang Taruna, sebagai sarana 

koordinasi, penyebaran informasi, serta penyampaian aspirasi secara tidak langsung. 

2. Prosedur Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 

Setiap pengaduan yang masuk, baik melalui jalur struktural maupun secara langsung, 

terlebih dahulu diidentifikasi oleh perangkat desa. Identifikasi dilakukan untuk memahami 

bentuk permasalahan dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Setelah itu, pemerintah 

desa melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran laporan, misalnya melalui observasi 

langsung terhadap objek pengaduan. Proses ini penting agar penanganan dilakukan secara 

objektif dan tepat sasaran. 

Apabila pengaduan berkaitan dengan pelayanan publik atau administrasi desa, pemerintah 

desa akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan, seperti melalui perbaikan pelayanan, 

sosialisasi, atau tindakan administratif. Namun, jika pengaduan berkaitan dengan masalah 

sosial seperti perselisihan antarwarga, pemerintah desa tidak bertindak sebagai pemutus 

perkara, melainkan sebagai mediator yang memfasilitasi musyawarah agar para pihak 

mencapai kesepakatan bersama secara damai. 

Pemerintah desa juga memiliki mekanisme pembinaan internal terhadap aparatur desa. 

Jika terdapat kesalahan dalam pelayanan atau penyampaian informasi, aparatur yang 

bersangkutan akan diberi teguran lisan. Apabila kesalahan diulangi atau teguran tidak 
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diindahkan, pemerintah desa dapat memberikan teguran tertulis sebagai tindakan administratif. 

Selain itu, setiap pengaduan yang masuk dicatat dalam dokumentasi tertulis yang memuat jenis 

masalah, pihak pelapor, serta tindak lanjut yang dilakukan. Dokumentasi ini digunakan sebagai 

bahan evaluasi dan penyusunan laporan rutin terkait kondisi keamanan, kegiatan pemerintahan 

desa, serta permasalahan sosial masyarakat. 

3. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mekanisme Pengaduan Desa Bendan 

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. 

Melalui partisipasi, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, kritik, dan saran terhadap 

pelayanan publik serta program pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Desa Bendan dan beberapa masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan 

pengaduan tergolong cukup baik. Masyarakat tidak segan menyampaikan permasalahan 

melalui lembaga kemasyarakatan maupun secara langsung kepada aparatur desa. 

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat di Desa Bendan adalah tradisi sowan kepada 

kepala desa. Masyarakat datang langsung ke rumah atau kantor kepala desa untuk 

menyampaikan keluhan, meminta penjelasan kebijakan, atau mengajukan permasalahan. 

Tradisi ini menunjukkan bahwa komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa tidak 

hanya berlangsung secara formal, tetapi juga melalui hubungan sosial yang bersifat nonformal. 

Kedekatan ini menciptakan suasana komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis. 

Selain itu, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam kegiatan lembaga kemasyarakatan 

seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok bapak-bapak tingkat RT. Forum-forum tersebut 

menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan, dan aspirasi terkait 

lingkungan, pelayanan publik, maupun pembangunan desa. Permasalahan yang muncul 

kemudian diteruskan melalui struktur RT dan RW kepada pemerintah desa agar mendapat 

penanganan lebih lanjut. 

Pemerintah desa juga membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui keterlibatan 

dalam kegiatan sosial, seperti ronda malam, hajatan warga, dan kegiatan kemasyarakatan 

lainnya. Kehadiran aparatur desa dalam kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mendengarkan 

aspirasi masyarakat secara langsung serta memperkuat kepercayaan antara pemerintah desa 

dan masyarakat. 

Secara keseluruhan, mekanisme pengaduan masyarakat di Desa Bendan tidak hanya 

menjadi sarana penyampaian keluhan, tetapi juga bagian dari komunikasi berkelanjutan antara 

masyarakat dan pemerintah desa. Mekanisme yang berjalan secara hierarkis, didukung oleh 

musyawarah, dokumentasi, serta partisipasi aktif masyarakat, menunjukkan adanya komitmen 
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pemerintah desa dalam menampung aspirasi, menyelesaikan permasalahan, dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di tingkat desa.. 

3.2. Efektivitas Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Good Governance 

1. Analisis Efektivitas Mekanisme Pengaduan 

Mekanisme pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik karena menjadi sarana komunikasi antara warga dan 

pemerintah desa. Di Desa Bendan, mekanisme ini memiliki ciri khas karena memadukan 

sistem struktural formal dengan pendekatan sosial yang didasarkan pada norma masyarakat 

setempat. 

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme pengaduan dilakukan secara hierarkis, dimulai 

dari tingkat RT sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Warga menyampaikan 

keluhan, aspirasi, atau permasalahan melalui pertemuan RT, kemudian pengurus RT 

menampung dan meneruskan persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila belum 

dapat diselesaikan. Secara umum, mekanisme pengaduan di Desa Bendan berjalan cukup baik, 

terutama dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Minimnya konflik menunjukkan 

bahwa sebagian besar permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada. 

Penyelesaian melalui musyawarah juga mampu menjaga hubungan sosial antarwarga. 

Efektivitas mekanisme ini terlihat dari respons pemerintah desa terhadap pengaduan 

pelayanan publik dan administrasi. Pengaduan yang bersifat administratif biasanya 

diselesaikan lebih cepat, sedangkan masalah yang lebih kompleks atau melibatkan pihak luar 

membutuhkan waktu lebih lama. Untuk masalah sosial atau sengketa antarwarga, pemerintah 

desa berperan sebagai mediator melalui musyawarah, bukan sebagai pihak yang memutuskan 

perkara. Faktor pendukung mekanisme pengaduan di Desa Bendan adalah kuatnya budaya 

musyawarah, tingginya partisipasi masyarakat, kedekatan hubungan antara pemerintah desa 

dan warga, pertemuan rutin paguyuban RT/RW, serta pemanfaatan media komunikasi digital 

seperti WhatsApp. Faktor-faktor ini membantu masyarakat menyampaikan aspirasi dan 

memudahkan pemerintah desa memperoleh informasi mengenai kebutuhan warga. 

Namun, mekanisme ini masih memiliki kelemahan. Partisipasi masyarakat belum 

sepenuhnya optimal karena kurangnya sosialisasi, anggapan bahwa pengaduan tidak akan 

ditindaklanjuti, serta budaya sungkan dalam menyampaikan kritik. Selain itu, belum adanya 

SOP yang baku menyebabkan penanganan pengaduan belum memiliki standar yang jelas. 

Transparansi juga masih terbatas pada penyampaian informasi awal, sementara perkembangan 

dan hasil akhir pengaduan belum selalu disampaikan kepada masyarakat. Mekanisme 
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berjenjang dari RT hingga kepala desa memang membantu penyelesaian secara bertahap, 

tetapi juga berpotensi memperlambat proses dan menimbulkan penyimpangan informasi. Dari 

sisi akuntabilitas, pemerintah desa telah melakukan pencatatan dan memberi sanksi internal 

kepada aparatur yang melakukan kesalahan, tetapi pertanggungjawaban tersebut masih 

bersifat internal dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. 

2. Analisis Kualitas Penyelesaian Pengaduan dan Dampaknya terhadap Pelayanan 

Efektivitas pengaduan tidak hanya dilihat dari adanya respons, tetapi juga dari kualitas 

penyelesaian. Kualitas ini mencakup penyelesaian yang tuntas, adil, jelas, dan mampu 

mencegah terulangnya masalah yang sama. Di Desa Bendan, kualitas penyelesaian pengaduan 

tergolong cukup baik karena sebagian besar pengaduan pada akhirnya dapat diselesaikan oleh 

pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan telah berfungsi sebagai 

sarana penyelesaian masalah masyarakat. Namun, proses penyelesaian masih menghadapi 

kendala, terutama karena panjangnya alur birokrasi. Pengaduan yang melewati beberapa 

tingkatan berpotensi mengalami perubahan informasi akibat perbedaan persepsi atau 

komunikasi yang kurang tepat. Selain itu, meskipun pengaduan akhirnya terselesaikan, waktu 

penyelesaian yang lama menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya efisien. Dengan 

demikian, kualitas penyelesaian pengaduan di Desa Bendan bersifat dualistik. Mekanisme ini 

efektif dari sisi hasil akhir karena mampu menyelesaikan masalah, tetapi belum sepenuhnya 

efisien dari sisi proses. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur, kejelasan 

komunikasi, dan optimalisasi waktu penyelesaian. 

3. Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Tingkat kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan 

pelayanan publik. Kepuasan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir pengaduan, tetapi juga 

oleh kecepatan respons, kejelasan informasi, dan sikap aparatur desa. Berdasarkan 

wawancara, sebagian masyarakat menilai pelayanan pemerintah desa cukup memuaskan, 

bahkan diperkirakan mencapai sekitar 80%. Hal ini karena pengaduan yang diselesaikan tidak 

terulang kembali, pelayanan administrasi tidak mempersulit warga, dan aparatur desa mudah 

diakses, bahkan di luar jam kerja. Namun, kepuasan tersebut belum merata. Sebagian 

masyarakat, terutama dari kelompok muda-mudi, masih merasa kurang puas terhadap tindak 

lanjut pengaduan dan keadilan pelayanan. Ada kesan bahwa tidak semua pengaduan mendapat 

perhatian yang sama. Selain itu, muncul keluhan terkait distribusi bantuan dan perbedaan 

anggaran kegiatan antar-RT yang dinilai kurang adil. 

Ketidakmerataan kepuasan ini berkaitan dengan belum adanya standar pelayanan yang 
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konsisten. Penanganan pengaduan masih bergantung pada individu aparatur, kondisi tertentu, 

serta hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa. Transparansi juga masih 

menjadi persoalan karena informasi yang disampaikan belum selalu sesuai dengan realisasi di 

lapangan. Dengan demikian, transparansi di Desa Bendan masih bersifat informatif, tetapi 

belum sepenuhnya akuntabel. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa. Meskipun sebagian warga merasa nyaman menyampaikan 

pengaduan karena kedekatan dengan aparatur desa, sebagian lainnya masih meragukan 

efektivitas sistem apabila pengaduan tidak ditindaklanjuti secara optimal atau hasilnya 

dianggap kurang adil. 

4. Analisis Yuridis Mekanisme Pengaduan Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 

Analisis yuridis dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik pengaduan masyarakat di 

Desa Bendan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Undang-undang ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk 

pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. 

Berdasarkan temuan lapangan, mekanisme pengaduan di Desa Bendan telah mengarah pada 

prinsip good governance, meskipun belum optimal. Prinsip partisipasi terlihat dari keterlibatan 

masyarakat dalam forum-forum desa. Prinsip responsivitas tampak dari upaya pemerintah desa 

menindaklanjuti pengaduan. Sementara itu, prinsip transparansi sudah mulai diterapkan 

melalui penyampaian informasi, tetapi masih perlu diperkuat agar mencakup proses dan hasil 

akhir pengaduan. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan di Desa Bendan perlu diperkuat 

melalui SOP yang jelas, sistem administrasi yang lebih tertata, transparansi yang lebih 

menyeluruh, serta standar pelayanan yang konsisten. Dengan demikian, mekanisme pengaduan 

dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Berikut 

tabel penilaian kesesuaian praktik good governance berdasarkan temuan empiris : 

No Prinsip 

Good 

Governance 

Hasil Penelitian Tingkat 

Kesesuaian 

Analisis Lapangan 

1 Partisipasi Masyarakat aktif 

dalam forum desa. 

Tinggi Warga aktif menyampaikan 

aduan melalui forum dan 

tradisi sowan, meskipun 

sebagian masih sungkan 

mengadu, terutama masalah 

pribadi. 

2 Transparansi Informasi 

disampaikan melalui 

forum dan media. 

Sedang Informasi sudah disampaikan 

melalui forum, media cetak, 

dan elektronik, tetapi belum 

mencakup hasil tindak lanjut 
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    pengaduan secara terbuka. 

3 Responsivitas Aduan direspons 

cukup cepat. 

Cukup Aparatur desa umumnya cepat 

merespons aduan, bahkan di 

luar jam kerja, tetapi kualitas 

respons belum merata. 

4 Akuntabilitas Ada pencatatan dan 

evaluasi internal. 

Sedang Pengaduan dicatat dan 

aparatur yang salah diberi 

sanksi,  tetapi  pengawasan 

masih bersifat internal. 

5 Efektivitas Mampu 

meminimalisir 

konflik sosial. 

Tinggi Mekanisme pengaduan 

mampu menjaga stabilitas 

sosial  melalui  musyawarah 

dan kesepakatan bersama. 

6 Efisiensi Prosedur berjenjang 

dari RT ke 

pemerintah desa. 

Rendah Alur pengaduan terlalu 

panjang sehingga dapat 

memperlambat penyelesaian 

dan  menimbulkan  distorsi 

informasi. 

7 Keadilan Semua warga dapat 

mengadu. 

Cukup Warga memiliki hak yang 

sama untuk mengadu, tetapi 

masih    ada    persepsi 

ketidakmerataan penanganan. 

8 Kepastian 

Hukum 

Belum ada SOP 

tertulis. 

Rendah Ketiadaan SOP membuat 

penanganan bergantung pada 

kebiasaan dan kebijakan 

aparatur,  sehingga  kurang 

konsisten. 

Berdasarkan tabel kesesuaian, mekanisme pengaduan masyarakat di Desa Bendan telah 

memberikan akses kepada masyarakat melalui jalur kelembagaan maupun secara langsung 

kepada aparatur desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, 

yang memberi hak kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan publik. 

Tingginya partisipasi masyarakat juga menunjukkan penerapan prinsip partisipatif 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 karena belum adanya SOP tertulis. Padahal, 

Pasal 21 mewajibkan adanya standar pelayanan yang jelas, termasuk prosedur, waktu 

penyelesaian, dan mekanisme pengaduan. Selain itu, sistem pengaduan masih sederhana dan 

belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga belum sepenuhnya memenuhi Pasal 36 yang 

menekankan pengelolaan pengaduan secara efektif, cepat, dan transparan. 

Dari sisi efektivitas, mekanisme pengaduan telah mampu menyelesaikan sebagian besar 

masalah melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 tentang peningkatan kualitas 

pelayanan dan perlindungan masyarakat. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi 
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waktu, alur penyelesaian, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, mekanisme 

pengaduan di Desa Bendan telah memenuhi sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009, terutama dalam akses pengaduan dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, 

diperlukan penguatan sistem yang lebih terstruktur agar pelayanan publik berjalan lebih 

optimal. 

5. Peran Mekanisme Pengaduan sebagai Instrumen Kontrol Sosial 

Mekanisme pengaduan di Desa Bendan tidak hanya menjadi sarana penyampaian keluhan, 

tetapi juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kinerja aparatur desa. Melalui mekanisme 

ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan keluhan sekaligus mengawasi 

pelayanan publik. 

Pengaduan masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi aparatur desa dalam meningkatkan 

pelayanan. Kepala desa menyatakan bahwa pengaduan menjadi tolok ukur kedekatan antara 

pemerintah desa dan masyarakat, yang turut memengaruhi kinerja aparatur serta kepercayaan 

masyarakat.  

Dalam praktiknya, pengaduan dapat disampaikan secara langsung, melalui forum 

musyawarah, maupun media lain. Hal ini mendorong aparatur desa untuk lebih profesional, 

responsif, dan berhati-hati dalam menjalankan tugas. Setiap aduan juga melalui proses 

observasi dan identifikasi. 

Namun, fungsi kontrol sosial belum optimal karena masih ada masyarakat yang enggan 

mengadu akibat budaya sungkan, rasa takut menimbulkan konflik, serta rendahnya 

kepercayaan terhadap tindak lanjut pengaduan. Oleh karena itu, mekanisme ini perlu diperkuat 

agar lebih efektif sebagai alat pengawasan masyarakat. 

6. Analisis Tindak Lanjut Mekanisme Pengaduan Masyarakat 

Tindak lanjut pengaduan menunjukkan respons, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah 

desa dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Mekanisme yang baik tidak hanya menerima 

laporan, tetapi juga memastikan penyelesaian yang jelas dan terstruktur. Di Desa Bendan, 

mekanisme pengaduan berjenjang dari RT, RW, hingga pemerintah desa telah berjalan turun-

temurun dan diterima masyarakat. Meskipun belum memiliki aturan tertulis, masyarakat 

memahami alur pengaduan tersebut. Musyawarah menjadi dasar utama penyelesaian 

pengaduan karena sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Sistem ini memiliki penerimaan 

yang tinggi dan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian aparatur desa. Namun, mekanisme 

yang bertumpu pada tradisi masih memiliki keterbatasan karena belum memanfaatkan 
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teknologi secara optimal. Akibatnya, tuntutan terhadap kecepatan, transparansi, dan 

akuntabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara 

pelestarian tradisi dan inovasi. 

7. Analisis Ketimpangan Pelayanan dalam Mekanisme Pengaduan Masyarakat 

Ketimpangan pelayanan terjadi ketika terdapat perbedaan perlakuan atau kecepatan 

respons terhadap pengaduan. Di Desa Bendan, meskipun sistem pengaduan berjalan, 

efektivitasnya belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Berdasarkan wawancara, 

terdapat perbedaan respons dan tindak lanjut antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pengaduan masih berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan. Penyebab 

utama ketimpangan ini adalah belum adanya SOP yang mengatur pengaduan secara rinci. 

Sistem yang fleksibel memang memudahkan penyelesaian, tetapi juga membuka peluang 

perbedaan perlakuan antaraduan. Ketimpangan juga terlihat dalam distribusi bantuan, ketika 

tidak semua warga yang terdaftar benar-benar menerima bantuan. Perbedaan antara data dan 

realisasi, serta kurangnya informasi verifikasi, memperkuat persepsi ketidakadilan. 

Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi partisipasi dalam 

menyampaikan pengaduan. Dengan demikian, mekanisme pengaduan di Desa Bendan sudah 

berjalan, tetapi belum sepenuhnya merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat. 

 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Mekanisme pengaduan masyarakat yang diterapkan di Desa Bendan dapat dilakukan melalui dua 

sistem pengaduan, yaitu jalur struktural melalui lembaga kemasyarakatan dari tingkat RT, RW, 

Dusun, hingga pemerintah desa, atau jalur langsung dengan mendatangi kantor kepala desa. 

Mekanisme ini didukung oleh budaya musyawarah, kedekatan sosial antara masyarakat dengan 

pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat yang tergolong cukup baik. Proses penanganan 

pengaduan juga telah mencakup tahapan identifikasi, verifikasi, dan tindak lanjut yang disertai 

pencatatan sebagai bentuk pertanggungjawaban internal. 

2. Secara umum, mekanisme pengaduan masyarakat di Desa Bendan dapat dikatakan cukup efektif, 

terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial melalui 

musyawarah, pernyataan ini didukung dengan komitmen bahwa setiap aduan yang masuk pasti 

akan segera ditindak lanjuti oleh pemerintah desa. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mekanisme pengaduan di Desa Bendan pada 

dasarnya telah memenuhi Sebagian ketentuan, khususnya terkait hak masyarakat untuk 
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menyampaikan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, serta prinsip partisipasi dalam 

Pasal 4. Namun, dalam implementasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 21 yang mewajibkan adanya standar pelayanan, dan pasal 36 yang menekankan bahwa 

pengelolaan pengaduan harus dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. 

4.2 Saran 

1. Kepada pemerintah Desa Bendan disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai mekanisme pengaduan dengan berkolaborasi bersama lembaga-

lembaga yang ada di desa Bendan, sekaligus melakukan koordinasi antar lembaga desa 

untuk menghindari distorsi informasi, dan melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat 

kepuasan masyarakat. 

2. Kepada pemerintah perlu menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan pengaduan secara 

tertulis yang memuat alur, jangka waktu, serta kewenangan penanganan. Selain itu, perlu 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi serta pelibatan 

masyarakat dalam proses evaluasi. Pemerintah desa juga disarankan untuk meningkatkan 

sistem dokumentasi yang lebih terstruktur, baik secara administrasi dengan memanfaatkan 

teknologi yang berkembang dengan harapan dapat mempercepat proses penyampaian dan 

penanganan pengaduan serta meingkatkan akuntabilitas pelayanan. 
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